BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - }2,¢{TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) PERUBAHAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko

telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 -1 Tahun
2025 dan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;

. bahwa dengan adanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu
dilakukan perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Berbasis Risiko terkait lingkup dan jangka waktu pemeriksaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Berbasis Risiko
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu
Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Tahunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor 5);

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025;
MEMUTUSKAN:

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Berbasis Risiko
Inspektorat Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Program kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan PKPT Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penerbitan dan Penandatanganan Surat Tugas atas Pelaksanaan PKPT
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didelegasikan kepada
Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat

’




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 134 TAHUN 2025
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PERUBAHAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai adalah proses kegiatan pembinaan dan pengawasan intern
yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan
secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa. Guna mewujudkan Tujuan ke-5 Bupati Kepulauan Mentawai, yakni Terwujud
Tata Kelola Pemeintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan
Melayani serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi,
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyusun skala prioritas
sasaran pengawasan secara tepat, aktual dan relevan.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Mentawai harus mampu merespon dengan memberikan jaminan
keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) secara cepat dan tepat, serta
efektif dan efisien berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka memberi
masukan kepada pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis,
efesien, dan efektif, serta akuntabel pada tingkat strategis dan operasional sehingga
perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas
berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Berdasarkan pada paradigma tersebut, serta mengacu pada beberapa
regulasi pengawasan dan sinkronisasi kegiatan pengawasan dengan mengutamakan
keterpaduan dan keselarasan dengan program pengawasan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat serta pengawasan oleh instansi pengawasan
eksternal, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kepulauan
Mentawai memerlukan suatu Program Kerja Pengawasan sebagai pedoman dan
acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam
suatu Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT), asurance dan consulting:

1. Assurance, berupa:
v' Reviu;
v' Evaluasi;
v" Monitoring;
v' Audit.

2. Consulting, berupa:
v' Pendampingan;
v' Fasilitasi;

v' Konsultasi.



B. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

TUJUAN

Berdasarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun program kerja
pengawasan tahun 2025 dengan tujuan sebagai berikut:

1
2.
3.

4.

Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan;
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam
rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif
serta meminimalkan risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi;
dan

Meningkatkan Tata Kelola perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan.

D. KEGIATAN PENGAWASAN

3

2.

Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, meliputi:

a. Telaah sejawat internal dan eksternal;

b. Bimbingan teknis, workshop, pelatihan kantor sendiri dalam rangka
peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

c. Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional.

Kegiatan Reviu, meliputi:
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Reviu Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Reviu Standar Satuan Harga;
Reviu Standar Biaya;
. Reviu Jaminan Kesehatan Nasional;
Reviu Benturan Kepentingan
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3.

S.

m. Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Reviu E-Purchase

Reviu Optimalisasi Poksi Penanganan Pengaduan
Reviu Harga perkiraan Sendiri;

Reviu Kepatuhan P3DN

Reviu Dana Alokasi Khusus;

Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
Reviu Penutupan Kas;

Reviu Tata Kelola Manajemen ASN.

cpgranogop

Kegiatan Evaluasi, meliputi:

Evaluasi Tata Kelola Manajemen ASN;

Evaluasi Pengelolaan Air Minum;

Evaluasi Tata Kelola Desa / Bantuan Keuangan;

Evaluasi Tata Kelola Pengawasan APIP

Evaluasi Zona Integritas;

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Evaluasi Penjaminan Kualitas PM SPIP Perangkat Daerah;
Evaluasi RR dan RTP;

Evaluasi Reformasi Birokrasi.

PR ™Mo A0 DD

Monitoring, meliputi:

Monitoring Penanganan Inflasi atau Pemantauan Harga;
Monitoring dan Evaluasi BOS;

Monitoring TLHP BPK RI;

Monitoring TLHP APIP;

Monitoring dan Evaluasi Stunting.

s TP

Audit, meliputi:

a. Audit Kinerja atas Program Pemberdayaan Sosial;

b. Audit Ketaatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat;

c. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

d. Pengawasan Desa;

e. Probity Audit.

Konsultansi, meliputi:

a. Pendampingan MCP KPK, Survei Penilaian Integritas, UPG dan Pelaporan
LHKPN;

Pendampingan PM SPIP Terintegrasi;

Pendampingan Penertiban BMD;

Pendampingan Zona Integritas;

Pendampingan Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian.

°opo g

E. SASARAN PENGAWASAN

Adapun Sasaran Pengawasan pada tahun 2025 sebagai berikut:
5
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Perencanaan dan Penganggaran daerah;

Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi);

Pengentasan Kemiskinan;

Penanganan Stunting;

Hibah dan Bantuan Sosial;

Pelayanan Perizinan;

Layanan Publik atau Standar Pelayanan Minimal;
Peningkatan Kapasitas Aparatur Intern Pengawas Pemerintah;
Pengawasan Desa;

10.Pengadaan Barang dan Jasa.



F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Adapun kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2025, sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

G. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Perubahan (PKPT) Berbasis
Risiko Tahun Anggaran 2025 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
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